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ABSTRAK 

 

Penerapan peraturan ppkm yang mana dibuat sampai bertingkat atau berlevel tersebut semestinya 

jelas sudah sangat membuat terbatasnya pola interaksi dimana satu individu dengan individu 

yang lain hingga kelompok satu dengan kelompok yang lain. Masyarakat kita sangat menjunjung 

tinggi pola interaksi tatap muka disetiap kegiatannya guna kelancaran hubungan pekerjaan. 

Dampak daripada pemberlakuan ppkm yang secara terus menerus mengakibatkan sebagian 

masyarakat dari kita merasakan keberatan. Di Dalam Penulisan ini metode yang hendak di pakai 

antara lain menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan metode pendekatan 

konseptual.  

      Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak terhadap segala aspek dalam kehidupan 

dunia seperti halnya aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi. Dilain sektor yang tak kalah 

pentingnya yaitu sektor ekonomi yang menyerang pundi-pundi sumber penghasilan maupun 

pendapatan, terutama para pelaku UMKM yang bergantung pada kondisi  yang  terjadi  di  pasar. 

PPKM Darurat berlaku sebagai dampak melonjaknya kasus Covid-19. Kesimpulannya adalah 

perlindungan Hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dalam kaitannya dengan kebijakan 

PPKM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang 

menjadi dasar hukum dilakukannya gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad ke PTUN. Apabila 

dalam lima hari tidak dibalas dan PPKM Darurat terus dilakukan tanpa disertai tanggung jawab 

menanggung seluruh kebutuhan hidup masyarakat di wilayah PPKM Darurat, kita akan ajukan 

gugatan PMH penguasa ke PTUN. 
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ABSTRACT 

  

 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a virus that attacks 

the respiratory system. The disease caused by this viral infection is called COVID-19. A Corona 

virus infection called COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) was first discovered in the city of 

Wuhan, China at the end of December 2019. Many of the first cases of COVID-19 were linked to 

the Huanan Seafood Market in Wuhan. The first case of COVID-19 in Indonesia was obtained 

through a search by the Indonesian Ministry of Health. Jokowi refuses to implement a lockdown 

in areas affected by the pandemic. In this writing, the methods that will be used include the 

Legislative approach method and the conceptual approach method. 

The Covid-19 pandemic has had many impacts on all aspects of world life, such as health, social 

and economic aspects. Another sector that is no less important is the economic sector that 

attacks the coffers of sources of income and income, especially Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME) who depend on conditions that occur in the market. the implementation of 

restrictions on community activities Emergency applies as a result of the soaring Covid-19 

cases. The conclusion is the legal protection owned by micro MSME in relation to the policy of 

implementing restrictions on community activities as regulated in Supreme Court Regulation 

Number 2 of 2019 which is the legal basis for carrying out the Onrechtmatige Overheidsdaad 

lawsuit to the state administrative court. If within five days there is no response and the 

implementation of restrictions on Emergency community activities continues to be carried out 

without being accompanied by the responsibility to bear all the necessities of life for the 

community in the area where restrictions are imposed on Emergency community activities, we 

will file a lawsuit against the law of the authorities to the state administrative court. 
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